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d. dukungan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam
manajemen Puskesmas.

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman
Manajemen Puskesmas sebagaimana tercantum

| dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-
| pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1} Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan
Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Kemen-
terian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Di-
nas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan
fungsi masing-masing.

{(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan dan kinerja Puskes-
mas yang berkualitas. secara optimal.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peratuan Menteri ini dengan
penempatannya datam Berita Negara Republik indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NILA FARID MOELQEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1423
Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN )

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG

AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 30 Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga tingkat produksi
minyak dan gas bumi serta memberikan kepas-
tian dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu min-
yak dan gas bumi pada masa alih kelola wilayah
kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya,
perlu menambahkan beberapa ketentuan dalam

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan
Berakhir Kontrak Kerja Samanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;
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Mengingat :
1.

_ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tamba-
han Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Huiu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 ten-
tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5047); '

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyslenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi' (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
eral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 132); ‘
Peraturan Menter; Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Keg-
iatan Usaha Huly Minyak dan Gas Bumi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
194);

Peraturan Menter; Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi vang akan
Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia |

Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

=

H

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN !
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG
AKAN BERAKHIR KONTRAK KERJA SAMANYA.

Pasal |
Di antara ketentuan Pasai 27 dan Pasal 28
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Bera- a
khir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik '
Indonesia Tahun 2015 Nemor 714) disisipkan 2 (dua) |
Pasal, yaknj Pasal 27A dan Pasal 278 sehingga ber- |

bunyi sebagai berikut:
Pasal 27A
(T) Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dalam
rangka menjaga tingkat Produksi Minyak dan Gas
Bumi di Wilayah Kerja, PT Pertamina (Persero)
atau pemenang lelang dapat melakukan pembiay-

aan atas kegiatan operasi Yang diperiukan sebe- |

lum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru,
Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiay-
aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-
kan oleh Kontraktor terdahulu.

{2)

(3)
giatan pembiayaan dan operasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang memuat
paling sedikit:

a. skema pelaksanaan kegiatan
dan operasional):
b. mekanisme Pengajuan rencana kerja dan ang-
garan;

mekanisme pengembalian biaya operasi;

pengelolaan aset;

> o a0

rencana penjualan basii produksi Minyak dan/
atau Gas Bumi,

PT Pertamina (Persero} atau Pemenang lelang
wajib membuat perjanjian dengan Kontraktor ter-
dahulu terkait pembiayaan dan pelaksanaan keg-

(4)

iatan operasi dengan mengacu pada pedoman se- ;
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SKK Migas menyusun pedoman pelaksanaan ke-

(pembiayaan

tanggungjawab atas pelaksanaan operasi: dan |
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bagaimana dimaksud pada ayat {3) yang disetujui
oleh SKK Migas.

Pasal 27B

Seluruh biaya yang dikeiuarkan oleh PT Per- |

tamina (Persero} atau Kontraktor baru untuk melaku-
kan persiapan alih operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 dan pembiayaan atas kegiatan op- |
erasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dapat |

dikembalikan. berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2016
Pit. MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODC EKATJAHJANA -

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1578

{ BN }

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016,
tanggal 31 Oktober 2016}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas-
al 35 ayat (5} Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Per-
aturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Ke-
sehatan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimak-
sud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk meny-
elenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik |
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif |
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerin- |
tah daerah, dan/atau masyarakat.



